WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR +1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 19
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA DAN

Menimbang :

Mengingat

PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa petunjuk teknis pelaksana dan pengelolaan Pajak
Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Peraturan Wali
Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014, namun dalam
rangka upaya mengoptimalisasikan pendapatan Pajak
Reklame di Kota Banjarmasin, perlu dilakukan perubahan
Peraturan Wali Kota tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana
dan Pengelolaan Pajak Reklame;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahunl953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
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10.

dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);



Menetapkan

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

15.

16.

17.

18.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak
Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014
Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANA DAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME,



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nom'or 19 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Ftajak Reklame:
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai

berikut:

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Bentuk, jenis, isi dan ukuran Surat Ketetapan Pajak Daerah serta
buku penerimaan atau penyetoran tercantum dalam lampiran yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan atau penyetoran
dilaporkan oleh Bendahara Penerima kepada Badan Keuangan Daerah.

(3) Jatuh tempo pembayaran pajak reklame terhitung 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal diterbitkan SKPD.

(4) Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak dikenakan denda sebesar
2% (dua persen) perbulannya dari tanggal yang ditentukan.

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Mekanisme tata cara pendaftaran wajib pajak baru sebagai berikut:

(1) Setiap Wajib Pajak baru wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan
usahanya kepada Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan
formulir pendaftaran Wajib Pajak.

(2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:

a. Mengambil sendiri ke Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;

b. Dikirim oleh petugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
atau

c. Mengakses dengan sistem daring (online) pada situs Badan
Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

(3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta
ditandatangani/disetujui oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
dengan persyaratan:

a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
1. salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor); dan
2. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha
dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari
instansi berwenang.
b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan:
1. salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) penanggung
pajak;
2. salinan/fotocopy Akte Pendirian; dan
3. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha
dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari
instansi berwenang.



(4)

()

©6)

(7

Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak
yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara
online/daring.

Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau
melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
BPPD menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWFD.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara
jabatan.

Setelah menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Banjarmasin melakukan penutupan naskah reklame dengan
terlebih dahulu memberikan Surat Teguran sebagaimana diatur dalam
Peraturan WALI KOTA.

Diantara Pasal 11A dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal Pasal
11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 11B

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dapat
membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan
NPWPD dalam hal:

a. Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan
permohonan pembatalan dan penghapusan;

b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;

c. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan dan
penghapusan sebagai Wajib Pajak;

d. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara hasil
pemeriksaan lapangan yang menyatakan wajib pajak tidak
memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil

pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan

pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat

diterbitkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.



Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 liaret 24

Plh. WALI KOTA BANJARMASIN,

S

MUKHYAR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 lisret 2621

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

S

MUKHYAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR =1



